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PENDAHULUAN 

Sebagai sua1u negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan 

dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen 

adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian mt.>rupakan b:igian yang 1idak dapat 

dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang 

1erimegrasi. Seba�ai suatu sistem. peradilan pidana memerlukan ke1erika1an dan 

keterkaitan dengan komponcn·komponcn lainnya. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 temang KUllAP/elah mengatur 

sccara lebih rinci 1emang kcdudukan. peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaiiannya deni,iru1 proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

sena melaksanakan koordinasi dan pengawasan 1erhadap pcnyidik pegawai negeri 

�ipil 1em:mu )ang diberi \\C\\Cnang khusus oleh undang-undang. 

Dalam KUHAP Pasal I butir I disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lencnlu yang diberi 

we\\<;)nang khusus oleh undang·undang untuk melakukan penyidikan. 

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia scbagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang �o. 2 Tahun 2002 1entang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalarn Pasal 4 yang berbunyi " Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia 

benujuan untuk me,�ujudkan kcanl3Jlan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 

kcamanan dan ketertiban masyarakal. lert1b dan 1egaknya hukum, ler.;elcnggaranya 
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perlindungan, p�ngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya 

ketenteraman masyaraka1 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia''. 

Fungsi kepolisian adalah sa1u fungsi pemenntahan negara di bidang 

penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyaraka1 serta pembimbingan 

masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Sclain hal 

tcr�.:but ke polisian juga bcrfungsi scbagai saksi ahli untuk mcmbuktikan suatu perkara 

telah 1erjadi di 1envah-tengah masyaraka1. 

Keberadaan Pusat Laboratc.ri1 m Forensik (Puslabfor) ini menjadi sangat 

penting karena dcngan adanya Puslabfor ini maka kepolisian meialui fungsinya dapat 

melak�kan penyidikan secara efektif serta dapat mengungkapkan suatu kasus sccara 

lebih mcndalam, sehingga pihak-pihak yang disangkakau melakukan suatu perbuatan 

pidana dap:u dibuk'tikan melalui Puslabfor. Luasnya kaj inn ten tang keberadaan 

Puslabfor ini dibatasi penulis pada tindak pidana narkotika. 

A. Pcngcrtian dan Pcnegasan Judul 

Judul merupakan garis besar permasalahan yang aknn dibahas dalam sebuah 

penelittan Sknpsi ini penulis buat dengan judul "Fungsi Pusat Laboratorium Forcnsik 

I Puslabfor) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polisi Vaerah 

Sumatero U tara} ". 

Agnr mendapatkan pengertian yang memad.U dalam memahami skripsi 

nantinya. sebaiknya diberikan pengertian den penegasan dari judul. Selain itu tidak 

tel]adi keS<l!ahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas 
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judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu : 

I. Fungsi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleb suatu lembaga. 1 

.1 

2. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu lembaga pada pihak 

kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli. 

C'>l 
3. Polri merupakan mcrnpakan singkatan Polisi Tndo

'
nesia yang mem1rnt Pasal angka 

I UU No. 2 Tahun 2002 adalah scgaln hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 

4. Dalam diartikan sebagai suatu keadaan yang menerangkan suatu tempat atau 

keadaan. 3 

5. Penyidikan adalah orang yang mengadakan kegiataP penyidikan. Dalam ha! ini 

penyidik seperti yang disebutkan pada ·pasaJ I butir (1) KUHAP menyebutkan 

" penyidik 3dalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mau pejnbat 

pcgawai negeri sipil 1ertcntu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan ... 

6. Tindal< Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dcngan 

ketentuan Undang-Undang Narkotika. 

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kam/IS Umum Bahasa /11do11esia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1993, hal. 62. 
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2 U11da11g-U11d1111g Kepolisia11 (UU. No. 212002) Dau Pertaha11a11 Negara 
(UV No. 312002), Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, 
hal. 3. 

3 W.J.S. Poerwadarmima, Op.Cit, hal. 1150. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




